
 

PERAN SKK MIGAS DALAM PROSES 

DANA BAGI HASIL MIGAS 

Batam, 09 April 2018 



 

Materi 

1. SKK Migas dan Kegiatan Hulu Migas  

2. Dana Bagi Hasil 

3. Informasi Publik dan Pengawasan Lifting 



 

Materi 

1. SKK Migas dan Kegiatan Hulu Migas  

 



 

Informasi Kegiatan Usaha Hulu Migas dalam 

Laporan EITI 

Dalam Laporan EITI disampaikan informasi-informasi kegiatan usaha hulu migas 
seperti: 
 
a. Volume Lifting minyak dan gas bumi 
b. Lifting Minyak dan Gas Bumi Bagian Negara 
c. Domestic Market Obligation  
d. Over/Under Lifting 
e. Production Bonus 
f. PPh Migas Kontraktor 
g. PBB, PDRD, PPN dan CSR 

Data-data di atas direkonsiliasi antar instansi yang terlibat di Industri Hulu Migas 
yaitu: SKK Migas, Ditjen Migas KESDM, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Ditjen Pajak 
Kemenkeu dan KKKS yang bersangkutan (sampai dengan tingkat Participating 
Interest) 



 

Tugas & Fungsi SKK Migas 

TUGAS 

• Melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu 
minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama 

FUNGSI 

• Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja 
serta Kontrak Kerja Sama, 

• Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, 

• Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama 
kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan, 

• Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam poin sebelumnya, 

• Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran, 

• Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama; dan 

• Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat 
memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara 



 

 Kegiatan Usaha Hulu dan Hilir Migas 

 



 

Mekanisme Bagi Hasil Aneka Kontrak Hulu Migas 



 

Proses Bisnis Industri Migas 
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2. Dana Bagi Hasil 

 



 

BAGI HASIL MIGAS 

Ruang Lingkup PSC Ruang Lingkup DBH 

Eksplorasi Eksploitasi Produksi / 
Lifting 

Lifting KKKS 

Lifting SKK 
Migas 

Kab / Kota 

Provinsi 

Pusat penyaluran 

penyaluran 

penyaluran 



 

Bagi Hasil Migas 

  Mekanisme DBH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisme PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lifting 

Pemerintah 

 85 /70 / 60 

Contractor 

15 /30 / 40 

> 12mil 4 – 12 mil < 4 mil 

Pem Pst    100% 

Pem Pst        85% 

Prov                5% 

Kab.N Penh  10% 

Pem Pst     85% 

Prov            3% 

Kab.Penh    6% 

Non Pgh      6% 

Potongan: 

PDRD, PBB,  

PPN Reimbursment,  

Fee Kegiatan Hulu 

Pem Pst    100% 

Pem Pst        70% 

Prov              10% 

Kab.N- Penh  20% 

Pem Pst     70% 

Prov            6% 

Kab.Penh   12% 

N Pgh        12% 

CR 

Minyak 

Gas 



 

Distribusi Kewenangan Dana Bagi Hasil Migas 

SKK Migas Kementerian Keuangan  
– Ditjen Anggaran 

Kementerian Keuangan  
– Ditjen Perimbangan 

Kementerian ESDM 
– Ditjen Migas 

Penjualan 
Migas 

Alokasi Lifting 
Per KKKS 

Perhitungan 
Alokasi Lifting 

Per Daerah 

Perhitungan 
Penerimaan 

Negara Per KKKS 

Perhitungan 
Distribusi DBH 

Alokasi Lifting 
Per Daerah 

Faktor 
Pengurang 

Dana 
Perimbangan 

Perhitungan 
PNBP Net Per 

KKKS 
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3. Informasi Publik dan Pengawasan Lifting 



 

Informasi Data Lifting 

Dashboard 
Lifting - Website 

SKK Migas Laporan Lifting oleh 
KKKS 



 

Dashboard Lifting Website SKK Migas (1) 



 

Dashboard Lifting Website SKK Migas (2) 



 

Laporan Lifting oleh KKKS 

• Surat Edaran Dirjen Migas nomor 
5331/03/DJM.B/2015 tanggal 21 April 2015 
perihal Pelaporan Data Produksi dan Lifting 
Migas sebagai Dasar Perhitungan Dana Bagi 
Hasil Migas antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah. 

Dasar 
Pelaksanaan 

•Seluruh KKKS yang telah berproduksi untuk dapat menyampaikan 
laporan realisasi produksi dan lifting per daerah penghasil kepada 
Ditjen Migas up Direktur Pembinaan Program Migas dengan 
tembusan disampaikan kepada Kadistamben/ESDM Provinsi, 
Kabupaten/Kota Daerah Penghasil 

•Laporan disampaikan secara bulanan dan paling lambat tanggal 22 
setelah bulan berjalan 

Intisari 

• PIC penerima laporan yang sering bertukar (mutasi 
organisasi / antar SKPD) 

• Belum adanya email institusi yang dijadikan email 
penerima 

• Kebijakan Internal KKKS terkait pengiriman data kepada 
email non-pemerintah/institusi (yahoo, gmail, hotmail, 
dll) 

Kendala 
Pelaksanaan 



 

Rekonsiliasi Lifting Migas 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

DITJEN PERIMBANGAN  
KEUANGAN 

• Jumlah DBH SDA Migas per 
Daerah 

• Penyaluran DBH SDA Migas 

REKONSILIASI 

REKONSILIASI 

SKK MIGAS 

KEMENTERIAN ESDM 
DITJEN MIGAS 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

DITJEN  ANGGARAN 

• Laporan Lifting KKKS per 
Daerah Penghasil 

• Lifting Pemerintah per KKKS 

• Lifting per Daerah Penghasil 
• Daerah Penghasil dan Alokasi 

Lifting per Daerah Penghasil 

• PNBP per KKKS 
• Komponen Pengurang :  

DMO, PPN Reimbursment, PBB 
Migas, PDRD dan Fee Kegiatan 
Usaha Hulu)  

KKKS 

Penghitungan Realisasi 
Penerimaan PBB Migas 

Rampung per KKKS  

• Jumlah Dana Bagian 
Daerah (Transfer ke Kas 
daerah) 

BERITA ACARA 

RASIO LIFTING 

PER DAERAH 

PENGHASIL 

PNBP PER 

KKKS 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

DITJEN  PAJAK 



 

Pengawasan Bersama Lifting Migas 

  

Pemerintah Daerah Penghasil dapat 
menghadiri kegiatan lifting migas di 
wilayahnya, dengan sebelumnya 
melakukan koordinasi dengan 
Perwakilan SKK Migas terdekat. 



 

TERIMA KASIH 


